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 ABSTRACT 
 
EVALUASI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT 
SURAKARTA TERKAIT PENERAPAN STANDART ISO 9001:2000 TERHADAP 
PENERIMAAN PAJAK 
 
HANUNG INDRA WIDYOWATI 
F3407102 
 
Tax is a source of country income that use to development finance. One kinds of the 
tax is pajak kendaraan bermotor (PKB). PKB is tax province that use to pay province 
expending and public prosperity. The purpose of this research is to evaluate the service and 
to know the achievement of society satisfaction index (IKM) and the development of PKB 
income during 2006-2009 that related to SAMSAT profesionalism of Surakarta city who 
has applied the ISO standart 9001:2000. 
 This research was taken with observation and documentation method. The meaning 
of observation is by doing monitoring directly to the object that researched. The meaning of 
documentation collecting report data from SAMSAT of Surakarta. 
 According to the research, the service that given by SAMSAT was good. Public 
believe the service because SAMSAT has applied ISO standart which the organization 
quality management system admitted by international people. The realization not 
completed yet, those thing was proved with the increase of PKB income in Surakarta 
during the last 4 years. 
  Researcher gave some recommendation to SAMSAT of Surakarta to increase the 
services by develop professionalism and transparency of work, observe the service to the 
tax payer, and strict the monitoring of the performance from officer. 
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MOTTO  
 
v Kegagalan adalah suatu proses untuk menuju kesuksesan..maka janganlah 
pernah berputus asa. 
v Hidup adalah rangkaian pilihan yang harus kita ambil. Kita bebas 
menentukan apapun pilihan kita, namun kita tidak bebas menentukan akibat 
dari pilihan kita. Maka jadilah bijaksana. 
v Seorang pemberani bukanlah mereka yang mampu menjatuhkan lawan dengan 
kekerasan, namun mereka yang mampu memaafkan kesalahan orang lain 
dengan tulus. 
v Kenyataan bukan untuk dihindari tetapi untuk dihadapi. 
v Hidup seperti roda yang berputar, kadang diatas dan kadang pula dibawah. 
Jangan terlalu senang jika sedang diatas dan jangan terlalu sedih jika berada 
dibawah. 
v Manusia tidak ada yang sempurna, namun kita dapat melakukan yang terbaik 
dengan kesempurnaan cinta yang kita miliki. 
v Hargailah sebuah kejujuran,walau kadang terasa menyakitkan itu lebih baik 
daripada terus menerus menutupi kebohongan. 
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 BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Bangsa Indonesia adalah Bangsa yang sedang berkembang. Seiring 
perkembangan pemerintahan yang menuju ke era Reformasi dan kemajuan tehnologi, 
diharapkan dapat terciptanya paradigma pemerintahan yang baik (Good Governance). 
Sehingga diharapkan pula pemerintahan yang berorientasi pada kekuasaan mampu 
berubah menjadi pelayan yang baik bagi masyarakat. 
Menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang 
kemudian direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah secara 
berkesinambungan dituntut terus membenahi diri menjadi pemerintah yang mampu 
melayani masyarakat secara efektif dan efisien dengan adil dan demokratis tanpa 
membedakan golongan dan status. Di dalam melayani masyarakat, diharapkan pula 
terciptanya pemerintahan yang maju, mandiri, berdaya saing serta bersih dalam 
penyelenggaraan Negara.  
Pelayanan publik adalah segala  kegiatan pelayanan yang dilaksanakan  oleh 
penyelenggara  pelayanan  publik  sebagai upaya  pemenuhan  kebutuhan  publik  dan 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2005: 229). 
Organisasi  pelayanan  publik   adalah  suatu birokrasi  pemerintah  yang  diperlukan  
 untuk melindungi kepentingan publik antara lain untuk memberikan  pelayanan kepada 
masyarakat (Dwiyanto, 1995: 29). Selanjutnya  dikatakan pula bahwa  tujuan 
organisasi  publik  tersebut adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan melindungi  
mereka  (masyarakat)  dan ketidakadilan mekanisme pasar.  
Penyelenggaraan  pelayanan  publik merupakan  salah  satu  fungsi  penting 
pemerintah  disamping  distribusi,  regulasi, dan  proteksi.  Fungsi  tersebut  
merupakan aktualisasi riil kontrak sosial yang diberikan masyarakat  kepada  
pemerintah  dalam konteks  hubungan  Principal-Agent. Pelayanan publik oleh 
birokrasi publik merupakan  salah  satu  perwujudan  dari fungsi  aparatur  negara  
sebagai  abdi masyarakat  disamping  sebagai  abdi  negara.  
Namun dalam kenyataan, Pemerintahan kita sekarang ini dirasa telah 
menyimpang dari fungsi-fungsi tersebut. Pemerintah yang seharusnya dapat menjadi 
pelayan yang baik bagi publik banyak melakukan korupsi, terutama di sektor pajak 
yang disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga tidak dapat dipungkiri jika mungkin 
sebagian masyarakat tidak lagi mempercayai pemerintahan dengan menurunnya 
kesadaran mereka untuk membayar pajak. Padahal dapat kita ketahui bahwa 
pendapatan dari sektor pajak adalah salah satu pendapatan Negara yang terbesar 
melalui tabel berikut: (www.anggaran.depkeu.go.id) 
 
 
 
 Tabel 1.1 
Sumber Data Pokok APBN Departemen Keuangan RI 
Perpajakan (dlm miliar Rp) 
Bukan Pajak (dlm 
miliar Rp) Th Anggaran 
Nilai % Nilai % 
2004 280.558,8 69,6 122.545,8 30,4 
2005 347.031,1 70,3 146.888,3 29,7 
2006         409.203 64,3 226.950,1 35,7 
2007(APBN 
UU.18/2006) 
        509.462 70,7       210.927 29,3 
2007 
(RAPBN-P) 
 
489.891,8 71,9 191.868,2 28,1 
2008 
(RAPBN) 
583.675,6 76,9 175.649,1 23,1 
Salah satu pemicu penyalahgunaan anggaran yaitu perbuatan korupsi oleh 
pemimpin dan aparatur negara yang mengabaikan nilai-nilai moral dan budaya kerja. 
Berkaitan dengan hal itu, Feisal Tamin mengatakan dalam opininya di 
www.sinarharapan.co.id perlu segera dikembangkan budaya kerja aparatur demi 
terwujudnya kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara baik dan benar. 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengembangkan program yang 
 menyangkut budaya kerja aparatur, peningkatan efisiensi, disiplin, penghematan, dan 
kesederhanaan hidup, yang semuanya diarahkan pada perwujudan pemerintahan yang 
baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government). 
Masalah mendasar dalam memahami, mengimplementasikan budaya kerja itu 
merupakan tugas berat yang ditempuh secara utuh dan menyeluruh dalam jangka 
waktu panjang karena menyangkut proses pembangunan karakter, sikap dan perilaku 
serta peradaban bangsa. Budaya kerja aparatur negara dapat diawali dalam bentuk 
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, institusi atau sistem kerja, sikap dan perilaku 
SDM aparatur yang melaksanakan. 
Interaksi antara ketiga unsur penting itulah yang sangat mempengaruhi 
pengembangan budaya kerja. Di samping faktor lingkungan yang sangat 
mempengaruhinya, unsur-unsur itu diinternalisasikan ke dalam setiap pribadi aparatur 
sehingga menghasilkan kinerja berupa produk dan jasa yang bermutu bagi peningkatan 
pelayanan  masyarakat. 
    Untuk mengimplementasikannya diperlukan perbaikan persepsi, pola pikir 
dan mengubah perilaku yang dilakukan dengan menumbuhkembangkan nilai-nilai 
budaya kerja sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 
Beberapa strategi yang memungkinkan agar terciptanya sistem pemerintahan 
yang efektif dan efisien: 
 
 1. Proses Sosialisasi. 
2. Nilai Budaya. 
3. Etika Kebijakan. 
Strategi tersebut selanjutnya harus diikuti langkah-langkah praktis dan rasional 
di antaranya: 
1. Penataan peran dan kelembagaan pemerintah. 
2. Pengaturan tata laksana pemerintahan. 
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 
4. Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
5. Peningkatan kualitas pelayanan public. 
Diharapkan dengan strategi dan langkah-langkah konkret dimaksud dapat 
meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap Performance, baik instansi 
maupun pejabat publik, pada gilirannya dapat mendekatkan pemerintah dengan 
masyarakat serta terjalin aliansi atau Linkage antara institusi negara, masyarakat dan 
sektor swasta. 
Dalam penerapan penarikan Pajak Kendaraan Bermotor, Pemerintah 
mempunyai lembaga yang bertugas sebagai pelayanan publik dimana yang berperan 
disini adalah kantor bersama SAMSAT. Maka dari itu pemerintah juga memerlukan 
sebuah sistem yang digunakan  untuk melayani penerimaan dari salah satu jenis pajak 
daerah tersebut. Pelayanan yang diterapkan oleh pemerintah haruslah dilaksanakan 
 secara optimal sehingga tidak terjadi lagi hal- hal menyimpang yang telah disebutkan 
diawal. Berkembangnya budaya konsumerisme masyarakat Indonesia yang diiringi 
dengan peningkatan kepemilikan jumlah kendaraan bermotor pada setiap tahunnya 
yang ditunjukan pada tabel dibawah ini: 
Tabel 1.2 
Data Jumlah Kendaraan Bermotor SAMSAT Surakarta 
Tahun Jumlah 
2006 210.264 
2007 220.541 
2008 240.041 
2009 257.753 
Berdasarkan data yang ditunjukan bahwa semakin meningkatnya kepemilikan 
kendaraan bermotor, maka diharapkan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi 
untuk membayar kewajiban pajaknya. Terkait dengan adanya kesadaran tersebut 
Pemerintah mengharapkan adanya peningkatan penerimaan pajak dari sektor 
kendaraan bermotor. Salah satu upaya untuk menciptakan pelayanan yang optimal 
sesuai dengan budaya kerja yang ditindaklanjuti dengan strategi dan langkah- langkah 
kongkret ialah dengan diberlakukannya Manajemen Mutu Standart The International 
Organization for Standardization (ISO) 9001:2000. 
ISO 9001:2000 merupakan suatu manajemen mutu yang dipercaya oleh 
masyarakat international. ISO 9001:2000 menetapkan syarat- syarat dan rekomendasi 
 untuk desain dan penilaian dari suatu system manajemen mutu dengan tujuan untuk 
menjamin bahwa organisasi akan menyediakan produk (barang/ jasa) yang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. Perlu diketahui bahwa ISO 9001:2000 bukan merupakan 
standart produk yang diakui oleh masyarakat internasional, namun dengan menerapkan 
ISO maka system manajemen mutu organisasi tersebut diakui oleh masyarakat 
internasional. Karena pada hakekatnya Sertifikat ISO 9001:2000 adalah pengakuan 
terhadap Sistem Manajemen Mutu suatu organisasi yang bersangkutan sesuai dengan 
standart internasional yang ditetapkan. Jadi produk suatu organisasi yang telah 
bersertifikat ISO tidak selalu sesuai dengan persyaratan mutu produk internasional. 
Standart ISO 9001:2000 merupakan salah satu sistem yang dijadikan platform 
perbaikan kinerja. Sehingga Sistem ini diharapkan mampu mendukung pencapaian 
target penerimaan pajak kendaraan bermotor sehubungan dengan SAMSAT Kota 
Surakarta juga melebarkan sayapnya dengan pelayanan pembayaran on-line baik 
melalui SAMSAT keliling ataupun Drive Thru yang baru-baru ini dikembangkan. 
Guna mengetahui tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat dan perkembangan 
penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dalam setiap tahunnya terkait kinerja 
SAMSAT Surakarta yang telah menerapkan standart ISO 9001:2000 maka Penulis 
mengambil judul EVALUASI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 
PADA SAMSAT SURAKARTA TERKAIT PENERAPAN STANDART ISO 
9001:2000 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. 
  
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Pelayanan apa saja yang dapat diperoleh dari SAMSAT Surakarta? 
2. Bagaimana prosedur pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor? 
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh SAMSAT untuk memberikan 
kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak? 
4. Bagaimana prosedur untuk menangani keluhan ketidakpuasan Wajib Pajak atas 
pelayanan yang diberikan SAMSAT? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
1. Untuk mengetahui jenis- jenis pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT Surakarta. 
2. Untuk mengetahui prosedur pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. 
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan SAMSAT untuk memberikan 
kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak. 
4. Untuk mengetahui prosedur penanganan keluhan ketidakpuasan pelayanan 
terhadap Wajib Pajak. 
 
 
 
 
 D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Bagi Unit Pelayan UP3AD SAMSAT Surakarta, penelitian ini  diharapkan dapat 
memberikan masukan bagi UP3AD Surakarta guna meningkatkan kualitas  
pelayanan terhadap wajib pajak. 
2. Bagi Fakultas Ekonomi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi penulis lain sebagai bahan masukan untuk penelitian 
yang sejenis dimasa mendatang. 
3. Bagi masyarakat umum  
a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan pengetahuan mengenai prosedur pembayaran Pajak Kendaraan 
Bermotor. 
b. Dapat memberikan informasi mengenai prosedur penanganan keluhan 
pelayanan di SAMSAT. 
4. Bagi Penulis Penelitian ini dapat digunakan menambah ilmu pengetahuan 
mengenai SAMSAT dengan sistem dan prosedur yang digunakan. 
 
E. METODE PENELITIAN 
1. Desain penelitian 
Desain penelitian yang digunakan adalah Desain kasus yaitu desain yang 
dilakukan apabila pertanyaan “bagaimana” menjadi permasalahan utama 
 penelitian dengan keharusan membuat deskripsi yang terbatas pada kasus tertentu 
untuk menjawab permasalahan tersebut (pedoman penulisan Tugas Akhir). 
 
 
2. Obyek Penelitian 
Obyek dari penelitian ini adalah sistem pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor di 
SAMSAT Surakarta yang telah diberlakukannya standart ISO 9001:2000 terkait 
dengan penerimaan. 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
1) Data Kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat 
dan gambar. 
2) Data Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau 
kualitatif yang diangkakan. 
b. Sumber Data 
1) Data primer yaitu data yang didapat langsung dari responden, dalam hal 
ini adalah pelanggan pengguna kendaraan bermotor. 
2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan 
mempelajari buku, makalah, serta undang- undang yang berlaku, dalam 
hal ini penulis mendapatkan informasi dari mempelajari buku-buku 
 perpajakan, undang- undang yang berlaku serta dari petugas di SAMSAT 
Surakarta. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Dengan pengamatan langsung, peneliti berperan serta dalam mengamati dan 
mengumpulkan data dari responden dengan menggunakan daftar kuisioner 
yang selanjutnya dimasukan dalam rumus perhitungan indeks kepuasan 
masyarakat. 
b. Dokumentasi 
Sumber data Dokumentasi untuk memperoleh data langsung di Kantor 
Bersama Samsat Surakarta yang meliputi laporan kegiatan berupa laporan 
keuangan dan non keuangan, buku serta peraturan yang relevan. 
5. Teknik Pembahasan 
Teknik pembahasan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu 
metode yang bertujuan untuk menggambarkan kepada pembaca dan 
mengungkapkan suatu masalah , keadaan, peristiwa sebagaimana adanya atau 
mengungkapkan fakta secara lebih dalam mengenai persepsi wajib pajak terhadap 
pelayanan yang diberikan oleh kantor SAMSAT Surakarta. 
 
 
 
 BAB II 
  TINJAUAN PUSTAKA 
 
Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan 
berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil 
maupun spiritual. Pencapaian tujuan tersebut tentunya memerlukan banyak biaya, dan salah 
satu usaha untuk menutup biaya tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal 
dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang 
berguna bagi kepentingan bersama. 
Hak memungut pajak merupakan salah satu atribut dari kedaulatan suatu Negara 
yang dicantumkan dalam pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut menyatakan 
bahwa segala pajak dan pungutan untuk Negara haruslah didasarkan pada Undang-Undang. 
Pajak dan pungutan harus berdasarkan Undang- Undang dikarenakan dalam pemungutan 
pajak telah timbul peralihan kekuasaan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah tanpa 
kontraprestasi secara langsung, sehingga Undang- Undang Dasar merupakan suatu dasar 
hukum terkuat bagi Negara untuk memungut pajak. 
 
 
 
 
 A. Pengertian Pajak 
1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 
langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 
Dari pengertian diatas, pajak memiliki unsur- unsur sebagai berikut: 
a. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut adalah Negara. Iuran 
tersebut berupa uang (bukan barang). 
b. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan 
undang-undang serta aturan pelaksanaannya. 
c. Tanpa jasa timbal dan kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. 
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan kontraprestasi individual oleh 
pemerintah. 
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. 
2. Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann 
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada 
penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya 
kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-
pengeluaran umum. 
 3. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja  
Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh 
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-
barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 
 
B. Fungsi Pajak 
Ada dua fungsi pajak (Waluyo, 2007) yaitu: 
1. Fungsi Budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya. 
2. Fungsi Mengatur (regulerend) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 
bidang sosial dan ekonomi. 
 
C. Syarat Pemungutan Pajak 
Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka 
pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2009): 
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan). 
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat   yuridis). 
3. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis). 
 4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil). 
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. 
 
D. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (Mardiasmo, 2009) : 
1. Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 
(fiskus) untuk menetukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak, Ciri-cirinya : 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. 
b. Wajib Pajak bersifat pasif. 
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
2. Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak 
untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dengan ciri-ciri: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak 
sendiri. 
b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri 
pajak yang terutang. 
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
 
 3. With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang  kepada pihak ketiga 
(bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan 
besarnya pajak yang terutan oleh Wajib Pajak. 
 
E. Pengelompokan Pajak 
Pengelompokan pajak adalah sebagai berikut (Waluyo, 2007) : 
1. Menurut golongannya 
a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib  Pajak dan tidak 
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak 
Penghasilan. 
b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 
dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 
2. Menurut sifatnya 
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan  pada subjeknya, 
dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak 
Penghasilan. 
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
 3. Menurut lembaga pemungut 
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 
untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan. 
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan untuk 
membiayai rumah tangga daerah. Secara umum Pajak Daerah adalah 
pemungutan dana dari masyarakat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang 
dapat dipaksakan atau terutang bagi Wajib Pajak tanpa mendapat jasa timbal 
atau kontra-prestasi langsung serta hasilnya dipergunakan untuk membiayai 
rumah tangga daerah dan kesejahteraan umum. Pajak Daerah terdiri atas: 
(www.babejoko.web.id)  
1) Pajak Propinsi, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air, Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 
Tanah dan Air Permukaan.  
2) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak  Restoran, Pajak 
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
Pengambilan & Pengolahan Bahan Galian Golongan C. 
 
 
 
 F. Pajak Kendaraan Bermotor 
1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta 
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh 
peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 
mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 
bermotor yang bersangkutan , termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 
bergerak (Perda Jateng No 3 Tahun 2002). 
2. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk 
mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara 
lain izin trayek, atau izin usaha angkutan atau kartu pengawasan. 
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas 
kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor. 
4. Dasar Pengenaan PKB dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu nilai jual 
kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan 
jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dasar 
pengenaan PKB untuk kendaraan umum ditetapkan sebesar 1%, kendaraan bukan 
umum 1,5% dan alat berat/ alat besar 0,5% dari dasar pengenaan PKB (Peraturan 
Gubernur  No 46 Tahun 2009). 
5. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai 
kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak  kendaraan bermotor adalah orang 
 pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan bertanggung jawab atas 
pembayaran pajak berlaku: 
a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan atau ahli warisnya. 
b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya. 
6. Obyek Pajak kendaraan Bermotor sebagaimana telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah yaitu pemilikan dan atau 
penguasaan kendaraan bermotor dan alat-alat besar yang tidak digunakan 
sebagaimana angkutan orang dan atau barang di jalan umum, dikecualikan dari 
obyek pajak kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor: 
a. pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten 
dan Pemerintah Desa, 
b. kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara asing dan Perwakilan lembaga-lembaga 
internasional dengan azas timbal balik, 
c. kendaraan bermotor pabrikan/ milik importer yang semata-mata tersedia/ 
dipamerkan dan dijual, 
d. kendaraan yang digunakan untuk pemadam kebakaran serta 
e. kendaraan bermotor yang disegel/ disita oleh Negara. 
 
 
 
 G. Standart ISO 
Standart Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2000 merupakan salah satu 
sistem yang dapat dijadikan Platform perbaikan kinerja organisasi. Sebagai salah satu 
SMM yang banyak diadopsi oleh organisasi-organisasi bisnis di dunia SMM 
menawarkan sertifikat yang diakui secara internasional. Tujuan Sistem Manajemen 
Mutu adalah mencapai kepuasan pelanggan atau wajib pajak dengan memenuhi 
persyaratan wajib pajak melalui penerapan sistem yang ditetapkan, perbaikan 
berkesinambungan dari sistem yang ditetapkan dan pencegahan penyimpangan. 
ISO 9001:2000 merupakan suatu manajemen mutu yang dipercaya oleh 
masyarakat international. ISO 9001:2000 menetapkan syarat-syarat dan rekomendasi 
untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu dengan tujuan untuk 
menjamin bahwa organisasi akan menyediakan produk (barang/ jasa) yang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. Perlu diketahui bahwa ISO 9001:2000 bukan merupakan 
standart produk yang diakui oleh masyarakat internasional, namun dengan menerapkan 
ISO maka sistem manajemen mutu organisasi tersebut diakui oleh masyarakat 
internasional. Karena pada hakekatnya Sertifikat ISO 9001:2000 adalah pengakuan 
terhadap Sistem Manajemen Mutu suatu organisasi yang bersangkutan sesuai dengan 
standart internasional yang ditetapkan. Jadi produk suatu organisasi yang telah 
bersertifikat ISO tidak selalu sesuai dengan persyaratan mutu produk 
internasional.(http://digilib.petra.ac.id/viewer.php) Sehingga sistem tersebut diharapkan 
 mampu mendukung pencapaian target penerimaan pajak kendaraan bermotor mengingat 
SAMSAT Kota Surakarta adalah pusat dari pembayaran PKB yang juga melayani 
pembayaran on-line dari seluruh wilayah eks karesidenan Surakarta. 
Lebih lanjut, Biro Organisasi dan Kepegawaian Provinsi Jawa Tegah 
menguraikan manfaat penerapan Standar ISO 9001:2000 adalah:  
1. memberikan pendekatan praktis yang sistematis untuk manajemen mutu, 
2. memastikan operasi yang konsisten untuk pemeliharaan mutu produk dan 
pelayanan, 
3. menetapkan kerangka kerja peningkatan mutu berlanjut, 
4. menetapkan wewenang dan tanggung jawab secara jelas, 
5. meningkatkan sistem dokumentasi yang efektif, 
6. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, 
7. meningkatkan produktivitas dan mutu produk maupun jasa serta 
8. mengantisipasi tuntutan konsumen dan kesiapan menghadapi persaingan global. 
Maksud dan Tujuan dengan diterapkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 
9001:2000 adalah: 
1. penyempurnaan sistem manajemen yang telah dimiliki lembaga/ organisasi, 
2. menciptakan auditor internal yang memenuhi syarat standar, 
3. persyaratan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2000 serta 
 4. penetapan dan pemantauan kebijakan mutu dan tujuan mutu secara terus 
menerus sebagai hasil kinerja sistem manajemen. 
Tahap yang harus dilalui untuk penerapan standar ISO 9001:2000: 
1. Komitmen Manajemen 
a. Kepemimpinan. 
b. Melibatkan diri. 
c. Memberi perhatian, bimbingan dan dukungan. 
d. Bersedia Menghadapi perubahan. 
e. Menghargai dan memahami. 
f. Pemberdayaan staf. 
g. Komunikasi dan umpan balik. 
 
2. Pengkajian awal 
Membandingkan antara kondisi aktual yang sedang berlangsung dengan klausul-
klausul persyaratan SMM ISO 9001:2000, yaitu: 
a. Wawancara. 
b. Kajian dokumen dan kajian organisasi. 
c. Kebijakan mutu, sasaran mutu dan hasil kerja. 
d. Pembuatan gap analisa. 
e. Pembuatan laporan pengkajian awal. 
 3. Proses konsultasi 
Diawali penemuan gap yang kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya 
proses pemenuhan persyaratan ISO 9001:2000, yaitu: 
a. Pelatihan kesadaran mutu. 
b. Pelatihan dokumentasi. 
c. Asistensi pembuatan dan penerapan sistem. 
d. Proses audit internal dan pelaksanaan audit. 
e. Tinjauan manajemen. 
f. Audit Badan Sertifikasi. 
g. Asistensi perbaikan temuan Badan Sertifikasi. 
 
H. Indeks Kepuasan Masyarakat 
 Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tingkat kepuasan masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan yang diperoleh dari penyelenggara atau pemberi pelayanan 
sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. 
 Indeks merupakan rasio (perbandingan) antara nilai sebenarnya dengan nilai 
tertentu yang menjadi dasar perhitungan perbandingan. Dalam kaitan dengan IKM, 
dapat diambil nilai sebenarnya adalah nilai kepuasan responden terhadap item/ 
indikator tertentu dari dimensi/ prinsip pelayanan dan nilai dasar perhitungan adalah 
nilai kepuasan ideal.(Damayanti, 2008) 
 N = (jumlah item pertanyaan + 1) x 10 
 Dalam Keputusan Menpan Nomor 25/ 2004 disebutkan bahwa ukuran sampel 
paling sedikit ditentukan sebanyak 150 responden atau dengan rumus umum: 
 
            Keterangan: 
            N= ketentuan jumlah minimal responden 
Manfaat Indeks Kepuasan Masyarakat 
1. menyediakan data kepuasan konsumen dari waktu ke waktu sehingga dapat 
ditelusuri informasi mengenai customer loyality, 
2. menunjukkan area dimana kepuasan pelanggan belum dapat dipenuhi, 
3. menjadi sarana komunikasi antara pemberi pelayanan dengan masyarakat sebagai 
pelanggannya. Komunikasi ini terjadi karena masyarakat dapat menyampaikan 
pesan-pesan kepuasan yang diinginkannya melalui instrumen yang diisinya. 
Pesan-pesan ini ditunjukkan dengan angka-angka indeks kepuasan, 
4. menjadi sarana menilai kinerja pelayanan sesuatu unit pelayanan serta 
5. menjadi salah satu informasi untuk melakukan evaluasi atas kinerja pelayanan 
sesuatu unit pelayanan, sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan berkelanjutan 
untuk memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. 
Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP/ 
M.PAN/ 7/ 2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang ”relevan, 
 valid dan reliable”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran 
indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut : 
1. Prosedur Pelayanan 
 Yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat 
dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 
2. Persyaratan Pelayanan 
 Yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan 
pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 
3. Kejelasan Petugas Pelayanan 
 Yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, 
jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya) 
 
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
 Yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap 
konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. 
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 
 Yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan 
dan penyelesaian pelayanan. 
6. Kemampuan Petugas Pelayanan 
  Yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam 
memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. 
7. Kecepatan Pelayanan 
 Yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah 
ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. 
8. Keadilan mendapatkan Pelayanan 
 Yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/ status 
masyarakat yang dilayani. 
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas 
 Yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. 
10. Kewajaran Biaya Pelayanan 
 Yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh 
unit pelayanan. 
11. Kepastian Biaya Pelayanan 
 Yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah 
ditetapkan. 
12. Kepastian Jadwal Pelayanan 
 Yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan.  
 13. Kenyamanan Lingkungan 
 Yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur 
sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan. 
14. Keamanan Pelayanan 
Yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan 
ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk 
mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari 
pelaksanaan pelayanan. 
 
I. Standar Operasional Prosedur Layanan Pajak Kendaraan Bermotor 
1. Persyaratan(UP3AD, 2010) 
a. Pendaftaran Pertama Kendaraan Bermotor Baru 
1) Mengisi formulir Surat Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB). 
a) untuk perorangan: tanda jati diri yang sah ditambah 1 (satu) lembar 
fotocopy bagi yang berhalangan dan melampirkan surat kuasa bermeterai 
cukup, 
b) untuk Badan Hukum: salinan akte pendirian ditambah 1 (satu) lembar 
fotocopy keterangan domisili, surat kuasa bermeterai cukup dan 
ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang 
bersangkutan serta 
 c) untuk Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD: surat tugas/ surat 
kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi 
cap instansi yang bersangkutan. 
2) Faktur pembelian. 
3) Sertifikat uji type, tanda bukti lulus uji type atau buku tanda bukti lulus uji 
berkala, sertifikat NIK (VIN) dan tanda pendaftaran type. 
4) Kendaraan bermotor yang mengalami perubahan bentuk harus melampirkan 
surat keterangan dari perusahaan karoseri yang mendapat izin. 
5) Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah 
memenuhi persyaratan. 
6) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 
b.   Pengesahan STNK setiap 1 (satu) tahun 
1) Mengisi formulir SPPKB yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak 
terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor. 
a) untuk perorangan: tanda jati diri yang sah, bagi yang berhalangan 
melampirkan surat kuasa bermeterai cukup, 
b) untuk Badan Hukum: salinan akte pendirian, surat kuasa bermeterai cukup 
dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang 
bersangkutan serta 
 c) untuk Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD: surat tugas/ surat 
kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi 
cap Instansi yang bersangkutan. 
2) STNK asli. 
3) BPKB asli. 
4) Bukti pelunasan PKB/ BBN KB dan SWDKLLJ dengan SKPD (Surat 
Ketetapan Pajak Daerah) yang telah divalidasi tahun terakhir. 
c.    Perpanjangan STNK 5 (lima) tahunan 
1) Mengisi formulir SPPKB. 
a) untuk perorangan: tanda jati diri yang sah, bagi yang berhalangan 
melampirkan surat kuasa bermaterai cukup, 
b) untuk Badan Hukum: salinan akte pendirian, surat kuasa bermeterai cukup 
dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang 
bersangkutan serta 
c) untuk Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD: surat tugas/ surat 
kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi 
cap Instansi yang bersangkutan. 
2) STNK asli atau karena STNK asli hilang harus dengan Surat Keterangan 
Hilang dari Polsek, Satlantas, Radio, Koran; apabila tidak dapat menyerahkan 
STNK. 
 3) BPKB asli. 
4) Bukti pelunasan PKB/ BBNKB dan SWDKLLJ dengan SKPD (Surat 
Ketetapan Pajak Daerah) yang telah divalidasi tahun terakhir. 
5) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 
d.    Pendaftaran Kendaraan Mutasi. 
1) Pendaftaran kendaraan bermotor tukar nama atas dasar jual beli. 
a) Mengisi formulir SPPKB. 
a.1)  untuk perorangan: tanda jati diri yang sah, ditambah 1 (satu) lembar 
fotocopy, 
a.2) untuk Badan Hukum: salinan akte pendirian, surat kuasa bermeterai 
cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan 
Hukum yang bersangkutan serta 
a.3)   untuk Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD: surat tugas/ 
surat kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta 
dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan. 
b) STNK asli. 
c) BPKB asli. 
d) Kwitansi pembelian asli. 
e) Bukti pelunasan PKB/ BBN KB dan SWDKLLJ dengan SKPD (Surat 
Ketetapan Pajak Daerah) yang telah divalidasi tahun terakhir. 
 f)  Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 
2) Pendaftaran kendaraan bermotor pindah keluar daerah. 
a) Mengisi formulir SPPKB. 
a.1) untuk perorangan: tanda jati diri yang sah, ditambah 1 (satu)  lembar 
fotocopy, 
a.2) untuk Badan Hukum: salinan akte pendirian, surat kuasa bermeterai 
cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan 
Hukum yang bersangkutan serta 
a.3) untuk Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD: surat tugas/ 
surat kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta 
dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan. 
b) STNK asli. 
c) BPKB asli. 
d) Kwitansi pembelian asli. 
e) Bukti pelunasan PKB/ BBN KB dan SWDKLLJ dengan SKPD (Surat 
Ketetapan Pajak Daerah) yang telah divalidasi tahun terakhir. 
f) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 
3) Pendaftaran kendaraan bermotor pindah dari luar daerah. 
a) Mengisi formulir SPPKB. 
 a.1) untuk perorangan: tanda jati diri yang sah, ditambah 1 (satu) lembar 
fotocopy, 
a.2) untuk Badan Hukum: salinan akte pendirian, surat kuasa bermeterai 
cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan 
Hukum yang bersangkutan serta 
a.3) untuk Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD: surat tugas/ 
surat kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta 
dibubuhi cap Instansi yang bersangkutan. 
b) Surat keterangan pindah sebagai pengganti STNK. 
c) BPKB asli. 
d) Surat keterangan fiskal antar daerah. 
e) Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik). 
f) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 
e. Pendaftaran kendaraan bermotor rubah bentuk. 
1) Mengisi formulir SPPKB. 
a) untuk perorangan: tanda jati diri yang sah, ditambah 1 (satu) lembar 
fotocopy, 
b) untuk Badan Hukum: salinan akte pendirian, surat kuasa bermeterai cukup 
dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang 
bersangkutan serta 
 c) untuk Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD: surat tugas/ surat 
kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi 
cap Instansi yang bersangkutan. 
2) Surat keterangan pindah sebagai pengganti STNK. 
3) BPKB asli. 
4) Surat keterangan fiskal antar daerah. 
5) Kwitansi pembelian yang sah (untuk ganti pemilik). 
6) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 
f. Pendaftaran kendaraan bermotor ganti mesin. 
1) Mengisi formulir SPPKB. 
a) untuk perorangan: tanda jati diri yang sah, ditambah 1 (satu) lembar 
fotocopy, 
b) untuk Badan Hukum: salinan akte pendirian, surat kuasa bermeterai cukup 
dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang 
bersangkutan serta 
c) untuk Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD: surat tugas/ surat 
kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi 
cap Instansi yang bersangkutan. 
2) Surat keterangan pindah sebagai pengganti STNK. 
3) BPKB asli. 
 4) Surat pernyataan dari pemilik bermeterai cukup bahwa kendaraan tidak dalam 
perkara/sengketa atau tidak sedang dijaminkan. 
5) Untuk penggantian mesin yang berasal dari pembelian luar negeri/ import, 
harus memiliki invoerpas yang menyebutkan nomor mesin. 
6) Bukti pelunasan PKB/ BBN KB dan SWDKLLJ dengan SKPD (Surat 
Ketetapan Pajak Daerah) yang telah divalidasi tahun terakhir. 
7) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 
g. Pendaftaran kendaraan bermotor ganti warna. 
1) Mengisi formulir SPPKB. 
a) untuk perorangan: tanda jati diri yang sah, ditambah 1 (satu) lembar 
fotocopy, 
b) untuk Badan Hukum: salinan akte pendirian, surat kuasa bermeterai cukup 
dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang 
bersangkutan serta 
c) untuk Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD: surat tugas/ surat 
kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi 
cap Instansi yang bersangkutan. 
2) Surat keterangan pindah sebagai pengganti STNK. 
3) BPKB asli. 
4) Surat keterangan pengecatan bermaterai cukup dari bengkel. 
 5) Bukti pelunasan PKB/ BBN KB dan SWDKLLJ dengan SKPD (Surat 
Ketetapan Pajak Daerah) yang telah divalidasi tahun terakhir. 
6) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 
 
h. Pendaftaran kendaraan bermotor STNK rusak/ hilang 
1) Mengisi formulir SPPKB. 
a) untuk perorangan: tanda jati diri yang sah, ditambah 1 (satu) lembar 
fotocopy, 
b) untuk Badan Hukum: salinan akte pendirian, surat kuasa bermeterai cukup 
dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang 
bersangkutan serta 
c) untuk Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD: surat tugas/ surat 
kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi 
cap Instansi yang bersangkutan. 
2) STNK yang rusak/ surat keterangan hilang dari kepolisian, radio, koran. 
3) BPKB asli. 
4) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 
i. Pendaftaran kendaraan bermotor TNKB rusak/ hilang 
1) Mengisi formulir SPPKB. 
 a) untuk perorangan: tanda jati diri yang sah, ditambah 1 (satu) lembar 
fotocopy, 
b) untuk Badan Hukum: salinan akte pendirian, surat kuasa bermeterai cukup 
dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang 
bersangkutan serta 
c) ntuk Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD: surat tugas/ surat 
kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi 
cap Instansi yang bersangkutan. 
2) STNK asli. 
3) TNKB yang rusak untuk dimusnahkan/ surat keterangan hilang dari 
kepolisian. 
j. Pendaftaran ganti nomor kendaraan bermotor 
1) Mengisi formulir SPPKB. 
a) untuk perorangan: tanda jati diri yang sah, ditambah 1 (satu) lembar 
fotocopy, 
b) untuk Badan Hukum: salinan akte pendirian, surat kuasa bermeterai cukup 
dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi cap Badan Hukum yang 
bersangkutan serta 
 c) untuk Instansi Pemerintah termasuk BUMN dan BUMD: surat tugas/ surat 
kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pimpinan serta dibubuhi 
cap Instansi yang bersangkutan. 
2) STNK asli. 
3) BPKB asli. 
4) Surat permohonan dari pemilik untuk ganti nomor kendaraan dengan alasan 
yang dapat diterima. 
5) Bukti pelunasan PKB/ BBN KB dan SWDKLLJ dengan SKPD (Surat 
Ketetapan Pajak Daerah) yang telah divalidasi tahun terakhir. 
6) Bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor. 
2. Standart waktu pelayanan 
a. PKB dan STN   = 30 menit 
b. BBN KB I (baru)   = 50 menit 
c. BBN KB II (bekas)  = 50 menit 
d. Ganti Nopol/ warna/ alamat = 50 menit 
e. Rubah bentuk   = 50 menit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BAB III 
PEMBAHASAN 
 
A. GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 
Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Surakarta adalah Cabang dari 
Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) yang sejak 20 Mei 2000 berubah menjadi UPPD 
dan tindak lanjut atas adanya reformasi birokrasi yang telah diputuskan dalam UU 
Nomor 41 tanggal 23 Juli 2007, DIPENDA berubah menjadi Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD). Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 6 Tahun 2008 UPPD berubah lagi menjadi Unit Pelayanan Pendapatan 
dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) yang merupakan cabang dari  DPPAD 
Provinsi Jawa Tengah sejak tanggal 01 Juli 2009. 
Dimulai sejak tahun 1957, dengan nama Seksi Penghasilan Daerah. Seksi ini 
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPD Peralihan Propinsi Jateng No. U/7/I/12 
tanggal 11 Oktober 1957. Pembentukan Seksi Penghasilan Daerah ini berdasarkan pula 
pada UU No. 32 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-pajak Pusat kepada Daerah 
Tingkat I dan Tingkat II; UU No.12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi 
Daerah serta UU No. 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak 
Daerah.(Damayanti, 2008) 
 
 1. Status dan Kedudukan 
Status dan Kedudukan Seksi Penghasilan pada waktu itu berada di bawah Bagian 
Keuangan Otonom dengan susunan organisasi waktu itu: 
a. Urusan Umum 
b. Urusan Retribusi dan Pendapatan Lain-lain 
c. Urusan Teknis 
d. Urusan Operasional 
e. Urusan Pengawasan 
2. Keadaan organisasi 
Keadaan organisasi sudah mulai berkembang dengan adanya Perwakilan di 
Daerah Tingkat II yaitu Semarang, Surakarta, Magelang, Kudus, Tegal dan 
Purwokerto. Perkembangan ini diikuti pula dengan bertambahnya personil serta 
target pendapatan yang terus meningkat. 
Pada waktu terjadi G 30 S Tahun 1966 banyak personil Dipenda yang 
terlibat dan dikenakan tindakan oleh Pemerintah. Dalam tahapan perjuangan 
menegakkan kembali arah personil menjadi satu asas (monoloyalitas), adanya 
KOKAR MENDAGRI serta untuk merintis kepentingan organisasi dinas, maka 
pada tahun 1967, dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa 
Tengah tanggal 5 Juli 1967 No. KU.G/A.36/1/15 status Seksi Penghasilan Daerah 
ditingkatkan menjadi Direktorat Pendapatan Daerah (Iuran Daerah). Dengan dasar 
 hukum ini mulailan sedikit demi sedikit Direktorat Pendapatan Daerah berdiri 
sendiri (otonom) dan lepas dari Bagian Keuangan Sekretariat Pemerintah Daerah 
Propinsi Jawa Tengah. 
3. Lahirnya nama DPPAD 
Dengan adanya keputusan DPRGR Propinsi Jawa Tengah tanggal 2 Juli 1968 No. 
25/ 11/ DPRGR tentang Penetapan Pola oleh Pemikiran Gubernur Kepala Daerah 
Propinsi Jawa Tengah untuk mencetuskan Modernisasi Desa, sebagai pola proses 
Pembangunan Jawa Tengah, maka untuk meningkatkan pendapatan daerah, status 
Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan menjadi Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Aset Daerah Propinsi Jawa Tengah. Secara formal Dinas Pendapatan 
dan Pengelolaan Aset Daerah dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 01 Juli 2009. 
4. Timbulnya SAMSAT 
Tahun 1976 – 1978 terus dirintis usaha intensifikasi dan ekstensifikasi 
sampai timbulnya Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT). 
Seperti diketahui, sejak pungutan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBN KB 
(Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) diserahkan kepada Pemerintah Daerah 
Tingkat I/ Propinsi, maka untuk pelaksanaannya berdasar pada PP Daerah Tingkat I. 
Peraturan Daerah yang diterbitkan oleh masing-masing Propinsi tidak 
seragam, sehingga mengakibatkan besarnya penetapan PKB maupun BBN KB serta 
 sistem pungutannya tidak seragam. Disamping itu pengurusan terhadap kendaraan 
bermotor mengalami hambatan karena pemilik harus datang ke Kantor Dipenda, 
untuk membayar Jasa Raharja harus datang ke Kantor Perwakilan Jasa Raharja, 
untuk mengurus STNK dan BPKB harus datang ke Kantor Polisi. Hal ini 
mengakibatkan banyak waktu, tenaga dan biaya yang terbuang.  
Dengan adanya hal-hal tersebut, maka pada tanggal 28 Desember 1976 
diterbitkan Surat Keputusan Bersama Menhankam/ Pangab, Menkeu dan Mendagri 
No.Kep.13/ XII/ 1976, Kep.1693/ MK/ IV/ 76, No.311 Tahun 1976 yang 
bermaksud mengatur adanya: penyederhanaan pembayaran PKB/ BBNKB, 
SWDKLLJ yang dikaitkan dengan pengurusan STNK dan dilakukan dalam suatu 
Kantor Bersama SAMSAT serta menciptakan adanya keseragaman yang bertujuan 
untuk : 
a.  Peningkatan pelayanan kepada para pemilik kendaraan bermotor. 
b. Peningkatan pendapatan Negara dan Daerah. 
c. Menertibkan data kendaraan/ data kamtibmas. 
Tanggal 2 Desember 1977 adalah awal berdirinya Kantor Samsat di Jawa 
Tengah, dan di saaat itu operasional Kantor Samsat hanya ada 1 (satu) Kantor 
Samsat di tiap Karesidenan (Jawa Tengah ada 6 eks Karesidenan) sehingga pada 
waktu itu banyak masyarakat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan 
pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), pembayaran PKB/ BBN KB 
 (Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan 
SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) sempat 
menginap guna mendapatkan pelayanan atas pengurusan surat-surat kendaraannya. 
5. Keuntungan dengan adanya SAMSAT: 
Dengan terbentuknya SAMSAT terdapat beberapa keuntungan: 
a. Organisasi kerjasama instansi-instansi yang tergabung dalam pelaksanaan 
SAMSAT (Polri, Dipenda dan Jasa Raharja) terdapat keseragaman. 
b. Adanya sistem pengurusan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), PKB/ BBN 
KB (Pajak Kendaraan Bermotor/ Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) dan 
SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas) seragam. 
c. Pengenaan pajak dan SWDKLLJ disesuaikan dengan masa berlakunya STNK 
dan setiap tahun wajib melaksanakan pengesahan STNK. 
d. Pembayaran PKB, BBN KB dan SWDKLLJ dibayar sekaligus. 
e. STNK diteliti setiap tahun sekali terhitung sejak tanggal pendaftaran. 
f. Pelayanan dilakukan secara open service. 
g. Wajib pajak yang datang pertama diselesaikan lebih dahulu sesuai dengan asas 
FIFO (First In First Out). 
 
 
 
  
6. Keadaan sekarang  
  Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2003 
tanggal 7 Pebruari 2003, tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan 
susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Unit Pelayanan 
Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) adalah Cabang Dinas 
Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah. UP3AD merupakan unsur pelaksana 
operasional dinas yang dipimpin oleh seorang kepala unit yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelayanan Pendapatan dan 
Pemberdayaan Aset Daerah yang secara resmi digunakan sejak 1 Juli 2009 terdiri 
atas 37 Kantor Samsat, 11 Samsat Pembantu, 2 Mobil Samsat Keliling dan 1 Samsat 
Mall di Duta Pertiwi Mall jalan Pemuda Semarang.  
Letak Kantor UP3AD/ Samsat Kota Surakarta di Jalan Profesor Doktor 
Suharso  Nomor  17 Jajar  Laweyan  Surakarta 57144  Nomor telepon (0271) 
718007  Fax (0271)714919, email: www.uppd_samsatsurakarta@yahoo.go.id. 
Kini, tiga puluh satu tahun kemudian sejak awal berdirinya Kantor Samsat di 
Jawa Tengah, tanggal 2 Desember 1977, berbagai program inovasi peningkatan 
pelayanan secara nyata telah dilakukan di seluruh Samsat di Jawa Tengah.  Mulai 14 
Pebruari 2008, telah dibuka Samsat Pembantu di Pulau Karimunjawa bersamaan 
dengan Samsat Duta Pertiwi Mall juga Mobil Samsat Keliling khusus di daerah 
 Semarang, menyusul Mobil Samsat Keliling yang telah beroperasi di Boyolali dan  
Sragen mulai 28 Pebruari 2007. 
Berbagai program unggulan layanan ini adalah Kartu Antrian Elektronik, 
SMS 7070, SMS 1717, Pembayaran lewat Perbankan (Bank Jateng dan Bank BRI), 
yang bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan masyarakat wajib pajak 
dengan tempat pelayanan, jadi apabila dihitung secara bisnis bahwa perbandingan 
antara penerimaan dengan beaya yang dikeluarkan jelas tidak seimbang, oleh karena 
itu perlu diketahui bahwa hal tersebut adalah perwujudan pemerintah daerah untuk 
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Manfaat yang dapat diperoleh 
masyarakat wajib pajak adalah: 
a. Mendekatkan tempat pembayaran. 
b. Memberikan kepastian terhadap masyarakat wajib pajak melalui pelayanan yang 
transparan, mudah dan murah. 
c. Memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat wajib pajak. 
d. Memberikan gambaran obyektif pada wajib pajak bahwa membayar pajak itu 
mudah dan tidak sulit. 
e. Memberikan jaminan mutu pelayanan. 
 Di sisi lain masyarakat wajib pajak yang akan memenuhi kewajibannya 
dipersyaratkan untuk melengkapi dengan dokumen KTP/ SIM/ Passport, STNK dan 
BPKB yang sah. 
 7. Landasan Hukum 
 Landasan hukum DPPAD adalah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 
dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli 
Daerah dan Penerimaan berupa dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah antara lain berupa Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 28 
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
8. Visi dan Misi 
a. DPPAD 
1) Visi 
Menjadi Dinas yang mampu mewujudkan Pendapatan Daerah yang optimal, 
guna mendukung kemandirian pelaksanaan Otonomi Daerah dengan 
dilandasi pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat. 
2) Misi 
a) mengupayakan pencapaian target dan peningkatan pendapatan Daerah 
secara berkelanjutan, 
b) meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, Wajib 
Retribusi dan Pihak Ketiga, 
c) meningkatkan kelancaran pelaksanaan sistem, 
 d) melaksanakan pembinaan dan pengendalian mutu pelayanan serta 
e) mengutamakan peningkatan kemampuan Sumber Daya Aparatur secara 
terus menerus. 
b. SAMSAT 
1) Visi 
Menjadi Dinas penopang kemandirian otonomi Daerah dengan optimalisasi 
pendapatan didukung pelayanan prima kepada masyarakat dan pengelolaan 
Aset yang profesional berbasis teknologi. 
2) Misi 
a) mengupayakan pencapaian targetpendapatan Daerah, 
b) mewujudkan pengelolaan Aset yang berdaya guna dan berhasil guna, 
c) mengkoordinasikan peran organisasi di bidang pengelolaan pendapatan 
aset daerah, 
d) mengembangkan sistem manajemen mutu untuk mewujudkan pelayanan 
prima serta 
e) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia. 
9. Struktur Organisasi UP3AD dan Tugas Masing-masing Bagian. 
Untuk mengetahui dan menggambarkan dengan jelas dan baik hubungan-
hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawab, suatu 
 organisasi perlu mempunyai struktur organisasi yang dapat menunjukkan saluran 
hubungan tersebut.  
 
 
 
 
Gambar 3.1 
Struktur Organisasi 
Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah 
 
Sumber : Kantor UP3AD Kota Surakarta 
 
Tugas Masing-masing Bagian 
Berdasarkan Perda Nomor 16 tahun 2003 struktur organisasi terdiri atas: 
a. Kepala UP3AD 
Tugas Pokok Kepala UP3AD sebagai berikut: 
UP3AD 
SUB. BAG TATA USAHA 
SEKSI 
PAJAK KENDARAAN 
BERMOTOR 
SEKSI 
 PAJAK BUKAN   
KENDARAAN BERMOTOR 
 
SEKSI 
RETRIBUSI&PENERI 
MAAN LAIN-LAIN 
SEKSI 
PENAGIHAN& 
PELAPORAN 
FUNGSIONAL 
 1) melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pendapatan Daerah yang 
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, 
2) melaksanakan kewenangan di bidang Pendapatan Daerah yang bersifat lintas 
Kabupaten/ Kota, 
3) melaksanakan kewenangan Kabupaten/ Kota di bidang Pendapatan Daerah 
yang dikerjasamakan dengan atau diserahkan kepada Provinsi sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta 
4) melaksanakan kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada 
Gubernur dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah sesuai 
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
b. Sub Bagian Tata Usaha 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sebagai berikut: 
1) menyelenggarakan administrasi kepegawaian, 
2) perencanaan kebutuhan belanja rutin, 
3) menyelenggarakan urusan kehumasan, 
4) menyelenggarakan surat menyurat dan kearsipan, 
5) menyelesaikan tugas lain dari Kepala Dinas, 
6) membuat laporan pelaksanaan tugas atas pekerjaan yang dibebankan, 
7) membuat konsep rencana perjalanan dinas, 
 8) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai dengan bidang 
tugasnya, 
9) perlengkapan dan perbekalan serta 
10)  mengkoordinir LP2P. 
c. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor 
Seksi Pajak Kendaraan Bermotor mempunyai tugas sebagai berikut: 
1) menyediakan bahan rencana dan program kerja, 
2) pelaksanaan dan pelayanan administrasi teknis, fasilitas, pemantauan dan 
evaluasi, 
3) pelaporan bidang Pajak Kendaraan Bermotor, 
4) perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi serta 
5) perencanaan pendapatan dan pengolahan data teknis untuk keperluan 
administrasi pungutan Pajak Kendaraan Bermotor. 
d. Seksi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor 
 Seksi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas: 
1) menyediakan bahan rencana dan program kerja, 
2) pelaksanaan pelayanan, fasilitas, pemantauan dan evaluasi, 
3) pelaporan pelaksanaan Pajak Bukan Kendaraan Bermotor, 
4) perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi serta 
 5) perencanaan pendapatan dan pengolahan data teknis untuk keperluan 
administrasi Pajak Bukan Kendaraan Bermotor. 
e. Seksi Retribusi dan Penerimaan Lain-lain 
Seksi Retribusi dan Penerimaan Lain-lain mempunyai tugas sebagai berikut: 
1) menyediakan bahan rencana dan program retribusi dan penerimaan lain-lain, 
2) menyediakan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang 
retribusi dan penerimaan lain-lain, 
3) menyediakan bahan pelaksanaan fasilitas dan kerjasama, 
4) menyediakan laporan di bidang retribusi dan penerimaan lain-lain serta 
5) menyediakan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang retribusi dan 
penerimaan lain-lain. 
f. Seksi Penagihan dan Pelaporan 
Seksi Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut: 
1) menyediakan bahan rencana kegiatan teknis operasional, 
2) pelaksanaan administrasi dan kebijakan teknis operasional, 
3) pelaksanaan penagihan pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain serta 
4) monitoring dan pelaporan kegiatan penagihan dan pelaporan. 
Disamping Struktur organisasi UPPD/ Samsat tersebut, ada struktur 
organisasi khusus untuk Standart Manajemen Mutu ISO 9001:2000 yaitu: 
 
  
 
GAMBAR 3.2 
Struktur Organisasi Sesuai Standart ISO 
 
Sumber : Kantor UP3AD Kota Surakarta 
 
B. PEMBAHASAN MASALAH 
1. Pelayanan SAMSAT 
Pelayanan yang diberikan Samsat untuk kepengurusan Pajak Kendaraan 
Bermotor antara lain: 
a. Layanan Cek Fisik kendaraan bermotor oleh POLRI. 
b. Layanan Pendaftaran Kendaraan Baru dengan penerbitan Buku Pemilik 
Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor 
(STNK), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotot (BBN KB), Pajak 
 Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu 
Lintas Jalan (SWDKLLJ). 
c. Layanan Mutasi Masuk kendaraan dari Luar Provinsi maupun dari Dalam 
Provinsi baik ganti pemilik maupun pindah alamat. 
d. Layanan Mutasi Keluar Daerah dari wilayah eks Karesidenan Surakarta baik 
ganti pemilik maupun pindah alamat. 
e. Layanan Perubahan STNK dan BPKB karena perubahan bentuk, ganti 
warna, ganti mesin, ganti nomor kendaraan bermotor dan ganti STNK yang 
hilang/ rusak. 
f. Layanan Penelitian Ulang dan Pengesahan STNK Tahunan dan 5 (lima) 
tahunan. 
g. Layanan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). 
h. Melayani pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor bagi wajib pajak yang 
kendaraan bermotornya terdaftar di wilayah Provinsi Jawa Tengah melalui 
program online di Samsat terdekat, online di Samsat Pembantu terdekat, 
online Bank, online Mobil Samsat Keliling, maupun online melalui Duta 
Pertiwi Mall Semarang. 
 
 
 
 2. Prosedur pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
Prosedur ini bertujuan menerangkan proses mulai dari pendaftaran, 
pemeriksaan, penetapan, pembayaran hingga penyerahan STNK pada SAMSAT 
Kota Surakarta yang sudah mengarah pada penerapan standart ISO 9001:2000. 
Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut: 
a. Wajib pajak datang dengan melengkapi: 
1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Ijin Mengemudi (SIM) asli, 
2) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli maupun BPKB leasing 
untuk kendaraan bermotor yang masih menjadi jaminan kredit serta 
3) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). 
b. Mengambil formulir (SPPKB) dan ditanda tangani di halaman ke-2 
(halaman ke-1 berisi informasi besaran pajak yang harus dibayar). 
c. Memasukan segala berkas yang sudah difotocopy 2x ke kotak yang ada di 
loket pendaftaran. 
d. Setelah dicek kebenaran dan kelengkapan berkas, diberikan nomor urut 
antrian rangkap 2. 1 lembar diberikan ke wajib pajak dan 1 lagi untuk 
ditempel di berkas formulir. 
e. Jika terjadi ketidaksesuaian antara KTP/ SIM, STNK atau BPKB wajib 
pajak akan dipanggil, kemungkinan akan dibalik nama atau KTP kadaluarsa 
sehingga harus diganti dengan syarat KTP/ SIM yang masih berlaku, 
 termasuk jika STNK masa berlakunya habis (5tahunan) harus dicek fisik di 
halaman SAMSAT dengan membawa kendaraan bermotor yang 
bersangkutan. 
f. Input data terminal pendaftaran, harus dipastikan kesesuaian KTP/ SIM, 
STNK, fotocopy BPKB (BPKB & nomor BPKB buku dikembalikan ke WP, 
BPKB leasing dijadikan arsip SAMSAT yang setiap tahun harus 
diperbaharui). Operator melihat tampilan di layar monitor dan harus sama 
dengan data yang telah sesuai tersebut. 
g. Setelah berkas sesuai dan tidak terjadi kendala kemudian dimasukan ke 
input penetapan. Jika terjadi kendala karena ketidaksesuaian status tahapan 
maka harus dibenahi di ruang kontrol. 
h. Memastikan besaran pajak antara formulir, SKTBP (Surat Ketetapan Tanda 
Bayar Pajak) tahun lalu dan jumlah bayar di monitor harus sama. Jika terjadi 
tunggakan, dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada WP meskipun di loket 
pendaftaran sudah diinformasikan karena daftar hari ini maka harus 
membayar hari ini juga. 
i. SKTBP yang tercetak disusun oleh kasir untuk diurutkan sesuai nomor 
antrian, sedangkan berkas lain yang sudah ditetapkan dicroscek oleh bagian 
pengecekan dengan tembusan SKTBP yang sudah tercetak. 
 j. Wajib pajak membayar ke kasir sesuai nomor antrian, ada kemungkinan 
tidak urut karena beberapa hal: 
1) jatuh tempo tidak sama antara formulir dengan SKTBP tahun lalu, 
2) nilai jual belum tercantum di formulir, 
3) tunggakan Jasa Raharja belum tercantum di formulir serta 
4) harus masuk ke ruang kontrol yang membutuhkan waktu. 
k. Setelah WP selesai membayar, antri untuk menunggu diserahkan kembali 
STNK asli berikut tanda identitas diri (KTP/ SIM) asli. Jika terjadi 
pergantian STNK, mutasi dari luar, ganti pemilik, ganti alamat ataupun 
pemutakhiran data proses yang ditempuh memerlukan waktu sedikit lama 
meski standart waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. 
l. Wajib pajak pulang sudah membawa syarat yang pertama kali disusun di 
loket pendaftaran. 
 
  
Gambar 3.3 
 Flowchart Prosedur Pembayaran 
(UP3AD, Dokumen Standart ISO) 
 
  
 
3. Upaya- Upaya Untuk Memberikan Kenyamanan Kepada Wajib Pajak 
SAMSAT Kota Surakarta selalu berusaha meningkatkan kualitas agar 
dapat memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Proses peningkatan kualitas 
yang terus dilakukan Samsat Kota Surakarta adalah dengan monitoring maupun 
pengendalian implementasi pelayanan yang bertujuan untuk melihat sejauhmana 
pelayanan memenuhi standar pelayanan sesuai Standar Manajemen Mutu yang 
ditetapkan serta melihat sejauhmana manajemen/ penyedia layanan secara 
konsisten menghasilkan layanan sesuai Standar Manajemen Mutu. Dari kedua 
hal inilah diharapkan dapat cepat diketahui untuk diambil tindakan pengendalian 
dan bila ada permasalahan dapat diprediksi untuk diupayakan tindakan 
pencegahannya dan diantisipasi sedini mungkin. 
Langkah yang terus dilakukan Samsat Kota Surakarta adalah setiap 
bulan sekali menyebar kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat mulai bulan Juli 
2007. Pada tanggal 12 Desember 2007 Samsat Kota Surakarta bersama-sama 
dengan 8 Samsat di Jawa Tengah telah berhasil mendapatkan Sertifikat ISO 
9001:2000 dari Bureau Veritas yang berkedudukan di Swiss. Evaluasi atas 
terbitnya sertifikat ISO ini adalah setiap 6 (enam) bulan sekali diadakan 
Eksternal Audit dari badan sertifikasi yang sudah ada jalinan kerjasama dengan 
Kantor Pusat DPPAD, selama 3 (tiga) tahun. Pada tanggal 19 Juni 2008 telah 
diadakan evaluasi yang pertama. 
 Kuisioner yang disebarkan setiap bulannya berjumlah 150 lembar, 
berdasarkan kuisioner tersebut diperoleh data dengan berbagai karakteristik. 
Karakteristik responden yang akan dibahas dibawah ini meliputi usia, pekerjaan dan 
jenis pelayanan selama bulan Januari 2010. 
a. Usia 
Usia responden menunjukkan usia responden saat ini. Hasil penyebaran 
kuesioner diperoleh karakteristik responden berdasarkan usia diklasifikasikan 
sebagai berikut : 
Tabel 3.1 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 
 
No Umur Jumlah Persentase 
1 ≤ 25 tahun 17 11,3 
2 25 – 29 tahun 19 12,7 
3 30 – 34 tahun 24 16 
4 35 – 39 tahun 28 18,7 
5 40 – 44 tahun 24 16 
6 ³ 45 tahun 38 25,3 
 Jumlah 150 100 
 
Keterangan : Data primer yang diolah 
 
 Dari tabel 3.1 di atas diketahui bahwa jumlah responden berumur kurang 
dari 25 tahun sebanyak 17 responden (11,3%), responden berumur antara 25-29 
tahun sebanyak 19 responden (12,7%), responden berumur antara 30-34 tahun 
sebanyak 24 responden (16%), responden berumur antara 35-39 tahun sebanyak 
28 responden (18,7%), responden berumur antara 40-44 tahun sebanyak 24 
responden (16%) dan responden berumur lebih dari 45 tahun sebanyak 38 
responden (25,3%). 
b. Pekerjaan 
Karakteristik berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan 
 
No Pekerjaan Jumlah Prosentase 
1 PNS 22 14,7 
2 Karyawan Swasta 80 53,3 
3 Pengusaha 10 6,7 
4 Mhs/ Pelajar 5 3,3 
5 Ibu Rumah Tangga 15 10 
6 Pensiun 18 12 
 Jumlah 150 100   
 
Keterangan : Data primer yang diolah 
 Pada tabel 3.2 menunjukkan jumlah responden yang bekerja sebagai 
PNS sebanyak 22 responden (14,7%), responden yang bekerja sebagai karyawan 
swasta sebanyak 80 responden (53,3%), responden yang bekerja sebagai 
pengusaha sebanyak 10 responden (6,7%), responden mahasiswa/ pelajar 
sebanyak 5 responden (3,3%), responden ibu rumah tangga sebanyak 15 
responden (10%) dan responden pensiunan sebanyak 18 responden (12%). 
c. Jenis pelayanan 
Karakteristik berdasarkan pekerjaan adalah sebagai berikut: 
Tabel 3.3 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan 
 
No Jenis pelayanan Jumlah Persentase 
1 PU 87 58 
2 Online 45 30 
3 BBN I 18 12 
 Jumlah 150 100   
Keterangan : Data primer yang diolah 
Pada tabel 3.3 menunjukkan jenis pelayanan yang paling banyak 
dilakukan oleh responden adalah PU yaitu sebanyak 87 responden (58%), 
diikuti Online sebanyak 45 responden (30%) dan BBN I sebanyak 18 responden 
(12%). 
 
 Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam 
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ KEP/ 
M.PAN/ 7/2003, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang 
”relevan, valid dan reliable”, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar 
pengukuran indeks kepuasan masyarakat, adapun hasil pengukuran IKM di 
Samsat Surakarta adalah sebagai berikut (perhitungan IKM sesuai KepMenPan 
25/ 2004 dan KepMenPen 63/ KEP/ M.PAN/ 7/ 2003 , terlampir) : 
                                 Tabel 3.4 
           Deskripsi Indeks Kepuasan Masyarakat 
 
Nilai Rata-Rata & IKM No Unsur Pelayanan 
Januari Februari Maret 
U1 Prosedur Pelayanan 3,253 3,291 3,234 
U2 Persyaratan pelayanan 3,153 3,205 3,052 
U3 Kejelasan petugas pelayanan 3,140 3,219 3,130 
U4 Kedisiplinan petugas pelayanan 3,200 3,205 3,117 
U5 Tanggung jawab petugas pelayanan 3,200 3,252 3,104 
U6 Kemampuan petugas pelayanan 3,227 3,225 3,078 
U7 Kecepatan pelayanan 3,053 3,146 3,065 
U8 Keadilan mendapatkan pelayanan 3,200 3,298 3,078 
U9 Kesopanan dan keramahan petugas 3,020 3,146 3,091 
 U10 Kewajaran biaya pelayanan 3,107 3,132 3,039 
U11 Kepastian biaya pelayanan 3,113 3,205 3,104 
U12 Kepastian jadwal pelayanan 3,107 3,166 3,091 
U13 Kenyamanan lingkungan 3,180 3,265 3,130 
U14 Keamanan pelayanan 3,167 3,245 3,117 
IKM Unit Pelayanan 78,31 79,88 77,09 
 
Pada tabel 3.4 IKM unit pelayanan pada bulan Januari tahun 2010 
sebesar 78,31 (grafisnya pada table 3.5), Bulan Februari sebesar 79,88 
(grafisnya pada table 3.6) dan bulan Maret sebesar 77,09 (grafisnya pada table 
3.7), bila dimasukkan dalam mutu pelayanan nilai tersebut masuk kategori Baik. 
Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Samsat Kota Surakarta dalam hal pelayanan 
kepada masyarakat  sudah baik. 
Berdasarkan dari beberapa evaluasi yang disebarkan melalui kuisioner 
tersebut diperoleh banyak masukan yang sangat membangun dari Wajib Pajak 
demi kenyamanan bersama. Salah satu masukan yang terus diperbaiki adalah 
fasilitas yang ada di SAMSAT Surakarta, adapun fasilitas yang disediakan 
untuk kelengkapan kenyamanan pelayanan kepada wajib pajak maupun wajib 
retribusi di UP3AD Kota Surakarta adalah sebagai berikut : 
a. tempat parkir yang luas, 
 b. tempat cek fisik kendaraan bermotor, 
c. tempat pencetakan TNKB, 
d. pelayanan informasi PKB, 
e. AC , televisi, air mineral, koran, 
f. monitor display proses pelayanan, 
g. pelayanan khusus lansia dan wanita hamil, 
h. kartu antrian elektronik, 
i. komputer informasi, 
j. tempat ibadah ( Musholla ) serta 
k. foto copy dan kantin. 
Papan petunjuk untuk wajib pajak kendaraan bermotor tersedia dan 
dapat diakses secara jelas dan bebas, baik berupa "Baliho" maupun "Banner" 
serta ”Moving Sign”, berisi persyaratan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, 
jumlah kewajiban yang harus dibayar wajib pajak tersedia di ruang tunggu 
maupun melalui petugas khusus informasi dan pengaduan pelayanan serta 
tersedia petunjuk-petunjuk pada loket pelayanan maupun daftar nilai jual 
kendaraan bermotor, tarip administrasi dan biaya plat nomor. 
Kepastian atas pelayanan berupa tarif yang harus dibayar oleh wajib 
pajak serta waktu penyelesaian proses pendaftaran dan pembayaran pajak, 
sebagaimana sistem "FI-FO" dengan sistem kartu antrian menjamin bahwa 
 semua wajib pajak pasti akan dilayani sesuai dengan nomor urut 
pendaftarannya. 
Dampak penerapan standart ISO terhadap kinerja pegawai yaitu pegawai 
lebih tertib menerapkan komitmen dan kebersamaan dalam pelayanan kepada 
wajib pajak, wajib pajak lebih transparan menerima informasi atas besaran pajak 
yang dikenakan melalui tampilan monitor display di ruang tunggu. Adapun 
dampak ISO terhadap pendapatan yaitu semakin meningkatnya pendapatan per 
tahun seiring dengan kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang diberikan 
oleh SAMSAT Surakarta, hal tersebut dapat dilihat dari tabel 3.5. 
Pada tabel 3.5 dapat dilihat bahwa target untuk tahun 2006 yaitu sebesar 
50.747.244.000 sedangkan realisasi tahun 2006 sebesar 54.263.946.655 
(106,93%). Keadaan pada tahun ini cukup baik karena realisasi sudah melebihi 
target. Pada tahun 2007 target penerimaan sebesar 60.475.170.000 sedangkan 
realisasi sebesar 59.942.375.320 (99,12%). Pada tahun 2008 target penerimaan 
sebesar 76.250.950.000 dan realisasi sebesar 68.061.249.330 (89,26%). Pada 
tahun 2009 target sebesar 75.900.847.000 dan realisasi sebesar 74.942.375.320 
(98,01%). Jika dilihat tahun 2007, 2008 dan 2009 realisasi tidak melebihi target, 
namun demikian pendapatan selama tahun tersebut terus mengalami 
peningkatan. 
 
 Tabel 3.5 
Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2006- 2009 
 
 
 
 
Sumber: UP3AD Kota Surakarta 
 
TAHUN ANGGARAN 2006 TAHUN ANGGARAN 2007 TAHUN ANGGARAN 2008 TAHUN ANGGARAN 2009 
TARGET  50,747,244,000 TARGET   60,475,170,000  TARGET  76,250,950,000 TARGET  75,900,847,000 BULAN 
OBYEK JUMLAH OBYEK JUMLAH OBYEK JUMLAH OBYEK JUMLAH 
                  
JANUARI  15,729   3,445,171,725  17,333 4,423,552,925 19,388 5,179,857,490    19,988    5,391,865,325  
PEBRUARI  15,480   3,669,166,775  15,690 4,261,395,425 17,458 5,067,019,625    18,309    5,291,361,875  
MARET  16,330   4,350,987,325  17,660 4,969,210,800 18,823 5,395,832,075    20,225    5,868,093,850  
APRIL  17,306   4,568,033,345  17,508 4,838,827,650 19,551 5,695,982,330    20,396    6,012,229,925  
MEI  17,093   4,501,635,450  18,302 4,955,494,325 19,411 5,672,695,310    20,251    5,978,586,500  
JUNI  16,668   4,443,880,820  17,528 4,864,314,850 18,818 5,411,729,850    21,470    6,253,141,025  
JULI  18,498   4,741,258,800  19,681 5,239,673,475 21,711 6,071,954,675    24,922    7,092,692,275  
AGUSTUS  20,016   5,194,387,820  19,911 5,376,750,550 22,009 6,173,036,850    24,844    7,044,262,425  
SEPTEMBER  19,512   5,222,019,845  19,658 5,558,712,545 22,541 6,789,950,600    20,663    6,233,371,375  
OKTOBER  18,178   4,925,147,175  20,131 5,444,155,850 20,693 5,701,889,100    23,408    6,681,485,675  
NOPEMBER  18,205   4,615,748,925  19,432 5,156,637,525 19,978 5,379,019,650    20,471    5,830,772,100  
DESEMBER  17,249   4,586,508,650  17,707 4,853,649,400 19,660 5,522,281,775    22,806    6,715,066,925  
                  
JUMLAH 210,264 54,263,946,655 220,541  59,942,375,320  240,041   68,061,249,330   257,753  74,942,375,320 
                  
                  
%   106.93%   99.12%   89.26%   98.01% 
 4. Prosedur penanganan keluhan Wajib Pajak 
Standar ISO 9001:2000 dalam salah satu pasalnya mensyaratkan 
organisasi pengadopsi sistem ini untuk menetapkan kebijakan mutu yang 
berfokus pada pelanggan, mengukur apa yang dirasakan pelanggan terkait 
dengan pelayanan yang telah diberikan serta menjalankan tindakan perbaikan 
untuk meningkatkan kepuasan tersebut. Dengan pendekatan siklus tersebut 
muncul kepercayaan bahwa kualitas pelayanan publik akan dapat diperbaiki 
seiring dengan diadopsinya sistem mutu ini. Aplikasi standar ISO 9001:2000 
pada instansi pemerintah masih banyak membutuhkan inovasi serta perbaikan 
terus menerus agar manfaat sertifikat ISO dapat dirasakan oleh masyarakat. 
Kepuasan masyarakat/ pelanggan/ pengguna jasa/ wajib pajak sangat tergantung 
dari kualitas pelayanan yang diberikan atau diterima oleh masyarakat/ 
pelanggan/ pengguna jasa/ wajib pajak tersebut. Jika perceived service sama 
dengan customer expectation on the sevice, maka pelanggan merasa puas. Jika 
perceived service melebihi  customer expectation on the sevice maka pelanggan 
akan nerasa sangat puas. Dan jika perceived service lebih rendah dari customer 
expectation on the sevice maka pelanggan akan merasa kecewa. 
 
 
 
ES = PS  
ES > PS  
PUAS 
SANGAT PUAS 
  
 
Adapun prosedur Penanganan Keluhan Wajib Pajak pada Samsat Kota 
Surakarta adalah sebagai berikut : 
a. Petugas loket mengidentifikasi keluhan wajib pajak 
1) menerima keluhan dari pemilik kendaraan bermotor dan mencatatnya 
dalam form CM 09.01 Catatan Keluhan Pemilik Kendaraan Bermotor. 
Jika mungkin minta pemilik kendaraan bermotor untuk mengisi sendiri 
form CM 09.01, 
2) meneruskan form CM 09.01 ke Sekretariat ISO untuk dicatat dalam CM 
09.02: Buku register keluhan PKBM. 
b. Sekretariat ISO mencatat keluhan dalam CM 09.02: Buku register keluhan 
PKBM. 
c. Meneruskan form CM 09.01 ke Kelompok Kerja terkait untuk dianalisa dan 
ditindaklanjuti. 
d. Analisa keluhan pelanggan oleh Kelompok Kerja terkait : 
1) menerima catatan keluhan PKBM (CM 09.01) dari Sekretariat ISO, 
2) menganalisa keluhan PKBM, 
3) jika tidak perlu ditindaklanjuti, informasikan ke PKBM dan kembalikan 
CM 09.01 ke Sekretariat ISO, 
ES < PS  KECEWA 
 4) jika keluhan perlu ditindaklanjuti, melakukan analisa sebab dan 
merencanakan tindakan perbaikan dan pencegahan yang diperlukan serta 
5) menginstruksikan kelompok kerja terkait untuk menerapkan tindakan 
perbaikan. 
e. Pelaksanaan Tindakan Perbaikan 
1) melaksanakan tindakan perbaikan sesuai catatan keluhan PKBM (CM 
09.01), 
2) melaporkan hasil tindakan perbaikan kepada Manajemen Representatif/ 
Sekretaris Tim ISO. 
f. Evaluasi hasil tindakan perbaikan 
1) meninjau dan mengevaluasi hasil tindakan perbaikan yang dilakukan 
oleh staf/ karyawan terkait, 
2) meminta perbaikan ulang apabila hasilnya belum efektif, 
3) mengkomunikasikan hasil tindakan perbaikan ke pemilik kendaraan 
bermotor serta 
4) mengembalikan CM 09.01 ke Sekretariat ISO. 
g. Pencatatan 
Sekretariat ISO Mencatat tanggal penyelesaian dan hasil tindakan perbaikan 
dalam CM 09.02:Buku Register Keluhan PKBM. Dokumen yang terkait 
yaitu matriks pedoman, prosedur, instruksi kerja dan catatan mutu. 
 Gambar 3.4 
Flowchart Prosedur Penanganan Keluhan Wajib Pajak 
(UP3AD, Dokumen Standart ISO) 
 BAB IV 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
1. Beberapa pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT Surakarta antara lain 
layanan cek fisik, pendaftaran kendaraan baru, mutasi keluar dan mutasi masuk 
baik ganti pemilik maupun pindah alamat, perubahan STNK dan BPKB, 
penelitian ulang tahunan dan pengesahan STNK 5 tahunan, cetak TNKB serta 
melayani pembayaran kendaraan bermotor melalui sistem on-line. 
2. Prosedur pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor telah mengacu pada 
standart ISO 9001:2000 yaitu suatu sistem sertifikasi untuk meningkatkan mutu 
pelayanan terhadap wajib pajak. 
3. SAMSAT Surakarta yang telah menerapkan standart ISO sudah selayaknya 
memberikan kenyamanan terhadap wajib pajak. Maka dari itu langkah yang 
dilakukan adalah menyebarkan kuisioner setiap bulannya guna mengukur 
kinerja pelayanan. Semua pertanyaan mengandung unsur-unsur yang disebut 
Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana telah ditetapkan oleh KepMenPan 
25/ 2004. Dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat itulah pelayanan SAMSAT 
Surakarta dapat dinilai apakah sudah cukup baik atau masih dirasa kurang oleh 
 wajib pajak. Penerapan ISO berdampak baik terhadap kinerja pegawai, 
transparansi dalam perhitungan serta peningkatan pendapatan. 
4. Dalam melayani pelanggan tidak semua wajib pajak mendapatkan kepuasan. 
Kepuasan wajib pajak sangat tergantung kualitas pelayanan yang diterima. 
Apabila perceived service sama dengan customer expectation on the service, 
maka pelanggan merasa puas. Jika perceived service melebihi customer 
expectation on the service, maka pelanggan merasa sangat puas. Jika perceived 
service lebih rendah dari customer expectation on the service, maka pelanggan 
akan merasa kecewa. Untuk menghadapi kekecewaan pelanggan, SAMSAT 
menyediakan tempat untuk pengaduan keluhan wajib pajak dan akan dilakukan 
penanganan atas keluhan tersebut sesuai prosedur yang telah ditetapkan sesuai 
standart ISO. 
  
B. SARAN 
Penerapan prosedur flowchart pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat kesalahan-kesalahan non teknis 
yang dilakukan petugas. Penulis memberikan saran pada pihak SAMSAT agar: 
1. Meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan aparatur pajak dalam 
melaksanakan tugas dengan diadakannya pelatihan-pelatihan dan juga 
 pemberian penghargaan kepada aparatur pajak agar lebih memacu kedisiplinan 
dan juga profesionalisme kerja mereka. 
2. Peningkatan pengendalian intern terhadap pegawai di SAMSAT juga perlu, 
dengan meningkatkan disiplin dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap para 
pegawai yang lalai akan mempengaruhi pula tingkat pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat. 
3. Untuk menambah mutu SDM SAMSAT perlu diberikan pelatihan-pelatihan 
mengenai cara memberikan pelayanan yang baik dan cepat tanggap terhadap 
masyarakat agar pelayanan tetap sesuai dengan standar ISO. 
4. Memperketat pengawasan terhadap pegawai agar terhindar dari kelalaian. 
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